
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 

2. Undang-Uadang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara: 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Ondang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 200 l 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 4250); 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclcnggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3851); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, petlu menetapkan Peraruran Bupati Cirebon 
tentang Pedoman Pcngendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

DENO.AN .RAHMAT TUB.AN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

: a. babwa sebagai tindak lanjut Peramran Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 02 Ta:hun 2014 tentaog Pedoman Pelaporan 
dan Penetapan Status- Grati:fikasi serta daJam rangka 
mewujudkan pemerintahan yang bersih. dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pernerintah 
Kabupatcn Cirebon, ma.Ira perlu menyusun pedoman 
pengendalian grati:fikasi; 

PEDOMAN PENGENDALlAN GRATIFJKASl 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

Mengingat 

• 

• Menirnbang 

NOMOR 1.3 TAmJN 2018 SERI 

DERITA DAERAH K.ABUPA'l'EN CIREBON 

' ' 



14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pernerintah sebagaimana telab diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 

13. Peraruran Pcmerintab Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iah_wi 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendallan lntem Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.bun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
,Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah; Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pcmbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); • 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang N'omor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 
tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 l'fomor 58, Ta:mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pernerintahan (Lembaran Negara: Republik Indonesia 
Tabun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

• 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendabaraan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

' > 

• 



8. .Inspektur adala.h Inspektur Kabupaten Oirebon; 

9. Satuan Kerja Perangkat. Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon; 

10. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupatcm Cirebon yang 
selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil 
B.upati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja 
bertugas dan/atau secara administratif berada cti lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

7. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaton Cireboo; 

5. Bupati adalah Bupati Cirebon; 

6. Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Cirebon; 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
_penyelenggara · pemerintahan daerah yang memimpin 
'pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom; 

3. Daerah. adalah Kabupaten Cirebon; 

2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK 
adalab Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan; 

t. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, selanju.mya disebut 
pemerin tah, adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud. dengan : 

BABI 
KETENTUAl'l UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATJ CIREBON TENTANG PEDOMAN 
PENGE.NDALIAN GRATIFIKASI DI LIIIGKUNGAN PE.MERINTAH 
KABUPATEN CIREBON. 

MEMUTIJSKAN : 

15_ Peraruran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2007, 
Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15, 
Seri E-6}. 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Preslden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

Menetapkan 

•• 

• 

• 



(2) Peraturan Bupati ini bertujuan: 
a. roeningkatkankepatuhan pejabat dan/acau pegawai terhadap 

ketentua:n gratifikasi; 
b. -menciptaka.n lingkungan yang transparan clan ekuntabel 

guna mendukung tercrptanya penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih, melayani dan berwibawa; 

c. membangun integritas pe.gawai yang bersih dan bebas dari 
.korupsi, kolusi dan nepotisme; 

d. roeningkatkan efektivitas dan ofisiensi terbadap pelaksanaan 
program pengendalian gratifika-si di Pemerintab Kabupaten 
Cirebon. 

(l) Peraturan Bupati 1n1 dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman dalam memahami, mengendaukan. dan mengelola 
gratifikasi di lingkungan Pernerintah Daerah. 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

16. Unit Pengendali Gratifikasi yang sela:njutnya disingkat U'PO 
adalah suatu unit yang bertugas- melakukan pengendalian 
gratiflkasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

BABII 
MAKSUD, TUJUAN., PRINSIP DASAR, DAN RUANG LINGKUP 

15. Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah acuan untuk 
melaksanakao pengendalian Grati:fikasi dalam rangka 
membangun pemerintahan yang bersib di lingkunga.n 
Pemecintah Kabupaten Cirebon; 

14. Kedinasan adalah selurub aktivitas resmi pejabat/pegawal 
Pemerintah. Daerab yang sah dalam pelaksananan tugas, fungsi 
dan jabatannya; 

13. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalab .gratifikasi yang 
diterima oleh Pejabat/Pegawai Peroerintab Kabupaten Cirebon 
yang tidak berhubungan dengan jabatan clan tidak berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya; 

12. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang 
diierima Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon 
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya; 

11. Q.ro.tiOkasi. adalah sernua pemberian yang diterima oleo Pegawai 
Negeri at.au Penyelenggara Negara, yakni meliputi pemberian 
uang, barang, rabat (discount), .komisi, pirijaman tanpa bunga, 
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobataa cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima 
di dalam negeri rnaupun di luar negeri dan -yang dilakukan 
dengan menggunakan sarana e1ektronik atau tanpa secara 
elektronik; 

.. . ' 

• 

• 



d. uang, barang, fasilitas atau .akornodasi y:ang diterima 
Pejabatypegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas 
Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin; 

c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas 
dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa .dari penyedia 
barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa 
yang sedang dijalankan; 

b. uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang 
atau proses .lainnya yang berhubungan dengan jabatan 
penerima; 

a. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi 
dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan 
karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan 
penerima; 

(1) Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a, meliputi : • Pasal6 

Gratifikasi terdiri atas: 
a, gratifikasi yang dapat dianggap suap; clan 
b. gratifikasi yang tidak dianggap suap. 

Bagian Kesatu 
IDa~ifrkasi Gratifikasi 

Pasal 5 

BAB III 
PENGENDALIAN GRATIFIK:ASI 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. pengendalian gratifikasi; 
b. unit pengendalian gratifikasi; 
c. sosialisasi; 
d. perlindungan pelaporan gratifikasi; 
e. pengawasan; 
f. pembiayaan; 
g. sanksi, -· 

Prinsip dasar dalam pedoman pengendalian gratifikasi .yairu : 
a. setiap -pejabat/pegawai dilarang menerima dan/atau 

memberikangratiflkasi yang dianggap suap; . 
b. setiap pejabat/pegawai bertanggung jawab menjaga 

profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaa.n 
dan/atau pernberian gratiftkasi. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Prinsip Dasar 

Pasal 3 

' . 



__ 1 

a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, 
dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan rugas atau 
kewajiban pejabat/pegawei pemcrintah daerah dari instansi 
atau lembaga berdasarkan perrunjukan dan penugasan resmi 
dari pemerintah daerah, sepanjang diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan rnengenai standarisasi yang berlaku di 
instansi -pemerintah clan tidak: terdapat pembiayaan ganda, 
tidak terdapat korrflik .lrepentingan atau tidak rnelanggar 
ketcnruan yang berlaku di Pemerintah Kabupateu Cirebon; 

b. plakat, vandel, goody bag/ gimmick dari panitia seminar, 
lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana 
keikutserta.anoya .didasarkan pada penunjukan atau 
peougasan resmi dari Pemerintab Daerah; 

c. hadiah pada walrtu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka 
dala:m kedinasan. 

(1) Oratifikasi yang tidak diaoggap suap dao terkalt dengan 
kedinasan sebagaimana diroaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri 
dari: • 

Pasal 7 

melaporkan pcnorimaan 
pada ayat (1) kepada KP.K 

(3) Setiap Pejabat/ pegawai wajib 
granfikasi sebagaimana dimaksud 
.atau melalui UPG. 

a. penerimaan tidak dlketahui proses pember!annya; dan/ atau 
b. tidak diketahui identitas pemberi. 

(2) Setiap pejabar/pegawal wajib menolak gratifikasi sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1), kecuali: 

J· penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangsn, • 

i. eumbangan berupa katering dari pibak kctiga pada saat 
pejabat/pegawai melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau 

h. parcel yang ditcrima oleh pejabat/ pegawai darl pihak ketiga 
pada saat Hari Ray11 Keagamaan dan atau; 

g, potongan harga khusus (diskon) pada saar pejabat/ pegawai 
mernbeli barang dari pihak kctiga yang sedang bermitra 
dengan Pemerintah Daerah; 

f. fasilitas entertainment, Iasilitas wisa.ta, voucher, dalani 
kegiatan yang terkait pelaksanaan rugas dan kewajiban 
pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, 
Cireboo dari pibak ketiga yang tidak relevan dengan 
penugasan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten 
Cirebon; 

~lJtuttnw:i wisata 011::tt pt:Jatrat/ pega:wru ctan pinak e., J.;t_::;J.U1,,.d,:J; 

ketiga; 



i. kempensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan 
'yang tidak. terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari 
penerima gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari 
atasan langsungatau pihak lain-yang berwenang. 

h, keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi 
atau kepemilikan sahara pribadi yang berlaku umum; 

g. prestasi akademis atau non akadernis yang diikuti dengan 
menggunakan biaya sendiri seperti kejuara:an, perlombaan 
atau kompetisi; 

f. hidangan atau sajian yang berlaku umurn; 

e. hadiah langsungj.tanpa diurtdi, hadiah hasil undian, 
diskon/rabat, voueher, point rewards atau hadia'h lainnya 
yang berlaku umum; 

d. pemberian. dari sesama pegawai riegeri. atau penyelenggara 
negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi 
jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang 
paling banyak Rp 300.000;UO (tiga ratus ribu rupiah) 
per 'pemberian per orang dengan total pemberian 
Rp. i.000.000,0b (satu juta rupiah) dalam 1 [satu] tahun dari 
pemberi yang sama; • 

c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang 
dialami oleh _pegawai negeri/penyelenggara negara atau 
bapak/ ibu/ mertua/ suami/ istri/ana.k dari pegawai 
riegeri/p.enyelenggara negara dengan batasan nilai per 
pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak 
Rp 1.000-0Q0,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari 
pernberi yang sama; 

b. hadiah (tanda .kasih] dalam bentuk uang atau barang yang 
rnemiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, 
aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara 
adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per 
orang dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang 
sarna; • 

(1) Gratifikasi yang .tidak diangga_p suap sebagaimana di.maksud 
dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari : 
a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu ka.kek/nenek, 

bapak/ibu/rnertua, suami/Istri, a:nak/menantu, cueu, besan, 
paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan 
sepanjang tidak roempunyai konflik kepentingan terhadap 
penerima gratifikasi; 

Pasal 8 

(2) Cratifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilaporkan kepada UPG-. 

T 

• 

' 



(3) Laporan penola.kan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) .. sekurang-kurangnya mernuat data sebagai berikut; 
a nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 
b. jabatan pega:wai negeri atau penyelenggara negara; 
c. tempat dan waktu penolakan gratifikasi; 
d. uraian jenls gratifikasi yang ditelak; 
e. nilai gtatiftkasi yang ditola.k Uika diketahui]; 

(2) Laporan penolakan -gratifikasi sebagaimana dimak:sud pada 
ayat, (1) huruf b dapat dilakukan melalui website atau e-mail 
UPG dan/ atau tertulis dengan menggunakan formulir yang 
ditentukan, · 

( 1) Setiap pejabat/ pegawai wajib melaporkan setiap penolakan 
gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada: 
a. KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 

gratifikasi d.itolak; atau 
b. melalui UPG paling lam bat "I (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

tanggal gratifikasi diterima. 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Lapor Penolakan Gratifikasi 

Pasal 10 

(4) Ketentuan lebih larijut mengenai prosedur dan mekanisme 
pelaporan gratifikasi diatur oleh Inspekrur selaku Ketua UPG-. 

(3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
sekureng-knrangnya memuat data ·sebagai berikut: 
a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 
b. jabatan pegawai .negeri atau penyelenggara negara; 
c. tempat dan waktu penerirnaan gratifikasi; 
d. uraianjenis gratifikasl yang diterima; 
e. 'nilai gratifikasi yang diterima; dan 
f. kronologis _peristiwa penerimaan gratifikasi, 

(2) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dima.ksud pada 
ayat ( 1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan 
uang dan/atau barang melalui website atau e-mail UPG 
dan/ atau tertulis dengan menggunakan formulir ya,p:g 
ditentukan oleh KPK. 

(1) Setiap Pejabar/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan 
gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5~ kepada: 
a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh] hari kerja terhitung sejak 

tanggal gratiflkasi diterima; atau 
b. melalui UPG paling lambat 7 (tujtth) hari kerja terhitung sejak 

tanggal gratifikasi diterima. 

Bagian Kedua 
Kewajiban Lapor Penerimaan Gratifikasi 

1>asal 9 

(2) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) 
tida.k wajib dilaporkan sepanjang gratifikasi tersebut tidak 
berhubungan dengan jabatan dan tidak ber1awanan dengan 
kewajiban atau tugas Pejabat/ Pegawai, 

• 

• 

• " 



d. merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. -menyampaikan laporan. rekapitulasi penanganan dan tindak 
lanjut laporan. penerimaan dan -pe~berian gratifikasi kepada 
Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; 

b. menyampaikan laporan rekapitulas.i penanganan dan tindak 
1anjut la.poran penerimaan gratifika:si yang dikelola UPG sctiap 
3 {tiga) bulan kepada KPK; 

OPG sebagaimana dimaksud dalarn Pasal. 12 ber:kewaji-ban untuk: 
a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil 

penelaahan. dan dokumentasi terkait atas .laporan penerimaan. 
dan penolakan gratifikasi kepada KPK -paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja se.iak Iaporan grati:fikasi diterima oleh UPG; 

Bagi-an Kedua 
Kewajiban dan Tugas 

Pasal 13 • 
(3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih 

.Ianiut dengan Keputusan Bupati, 

b. Ketua 
c. Sekretaris 

: Inspektur Kabupaten Cirebon 
: Sekretaris Inspektorat Kabupaten, 
Cirebon 

: lnspektur Pem 1:tantu/ Auditor / ,Pejabat 
Pengawas Urusan Pernerintah 
Daeran/Pelaksana pada Inspektorat 
Kabupaten Cirebon, SKPD Lain yang 
terkait dengan potensi penerimaan. 
~atifikasi 

d. Anggota 

(2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud -pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. Penanggung jawab : Bupati 

(1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak 
pidana korupsi melalui gratifikasi d.ibentuk UPG . • 

Bagian. Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 12 

BABIV 
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKAS' 

(2) Pejabat/pegawai wajib inematuhi keputusan UPG dan/atau 
KPK atas kepemilikan gratifikasi. 

(1) Setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi undangan UPG 
dan/atau KPK d-alam hal diperlukan Informasi untuk 
_penelaahan gratifikaai. 

Pasal 11 

f. kronologis peristiwa penolakan gratifikasi. 

• 



(2) Ketentuan Iebih lanjut mengenai ketentuan pemaofaatan 
penerimaan gratifikasi diatur lebih lanjut olcb lnspektur selaJru 
KetuaUPG. 

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk 
clikelola.Pemerintah Daerab, maka UPG dapat: 
a. mengembalikan kepada pemberi gratifikasi; 
b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial 

laionya dan/atau dimusnahkan; 
c. diroanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Pasall6 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat: 
a. peru.:antuman ketentuan larangan penerimaan, gratifikasi 

pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, 
pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, 
kontrak pengadaan barang clan jasa, dan pada surat-surat 
yang clisampaikan kepada pihak ketiga lainnya; 

b. pemberian informasi kepada seluruh pejabat/pegawai dan 
pihak ketiga oleh UPG. 

(J) Sosiallsasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
melalui media elektronlk maupun media non elektronik. 

• 

(1) Dalam -rangka pelaksanaan peogendaliao gratifikasi perlu 
dilakuka.n sosialisasi. 

Pasal 15 

BABV 
SOSIAl,JSASJ 

e. meaiberik.a.n rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika 
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini 
oleh pejabatj'pegawai. • 

d. meminta data dan infonnasi kepada SK.PD terkait pemantauan 
penerapan pengendalian gratifikasi; 

c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang 
tidak dianggap suap terkait 'kedinasan oleh Pemerint,a.h 
Kabupate:n Cirebon maupun oleh penerima; 

b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada 
KPK atas nama Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut 
pelaksanaan Peraturan Bupati ini; 

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13, UPG mempunyai tugas : 
a. menerima laporan gratifikasi dari pejabat/ pegawai dan meminta 

pemenuhan kelengkapan dokurnen yang diperlukan dalam 
kegiatan peroilaba:n klasifikasi .gratiiikasi kepada 
pejabat./ pegawai; 

Pasal 14 



Setiap Pejabat/ Pegawai yang rnelanggar ketentuan seba_gaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 a,yat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), 
Pasal 9 ayat (1) dan Pasal. 10 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal20 

BAB IX 
SANKS I 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon. 

Pasal 19 

B.AB VIII 
PEMBIAYAAN 

(2) Inspektu:r melaporkan basil pengawasan sebagaimana 
dimakeud pada ayat (1) kepada Bupati. • 

(1) Inspektur melakukan pengawasan ~laksanaan pengendalian 
gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten cirebon. 

Pas¢ 18 

BABVII 
PENGAWASAN 

(2) Upaya pei:lindungan sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) 
cliberikan dalam hal : 
a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan 

yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari, 
pihak internal; 

b. pelapor menyampaikan permohonan. secara tertulis kepada 
.Bupat:i melalni Ketua UPG. 

' 

(1) Pelapcr gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya 
perlindungan berupa : 
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang 

bersifat .administratif kepegawaian yang tidak objektif dan , 
merugikan -pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan 
peringkat jabatan, peaurunan penilaian kinerja pegawai, 
usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir 
lainnya; 

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul 
.intimidaei-atan ancaman fisik; 

c. bantuan hukum sesuai ketentuah peraturan -perundang 
undangan; 

d. kerahasiaan identitas, 

Pasal 17 

BABVI 
PERLINDUNCAN PELAPOR GRATIFI~SI 



• 
BERITADAERAH KABUPATEN CIREBON TAHlJN 2018 NOMOR SERI 

"SEKRETARISDAERAH KABUPATEN CIREBON,J. 

< - . '7· 
LRAHMA,T SUTRISNO 

Diundangkan di Sumber 
Rada tangga! 2 .April 2:>18 

SELLY ANDRIANY GANTINA • 
Plt.BUPATI CIREBON 

WAKIL BUPATL, 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada. tanggal 26 Maret 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah, 
Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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BABX 
KETENTUANPENUTUP 

. ' 



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI 

SELLY A.NDRIANY GANTINA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggaJ 26 Maret 2018 

Plt.BUPATI CIREBON 
WAKIL BUPATI, 

ttd 

., 7· 
RAHMAT SUTRIS.NO 

< 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 2 April 2.113 

SE.KRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah 
Kabupalen Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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BABX 
KETENTUANPENUTUP 

• 

• 


